





Saat ini upaya perlindungan anak anak dan perempuan belum dapat diberikan 
secara maksimal oleh pemerintah serta aparat penegak hukum.  Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI), tercatat kurun lima tahun terakhir kasus kekerasan kepada 
perempuan mengalami peningkatan setiap tahun. Melihat fakta bahwa kekerasan 
perempuan masih tinggi, Pemerintah Daerah Purbalingga membentuk Pusat Pelayanan 
Terpadu (PPT) yang diberi nama PPT Harapan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan manajemen Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Harapan dalam 
mengatasi kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Purbalingga dan juga 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Sasaran penelitian antara lain ketua dan jajaran pengurus PPT Harapan. Di 
samping itu, sasaran pendukung penelitian ini adalah keluarga perempuan korban 
kekerasan KDRT di Kabupaten Purbalingga. Metode pengumpulan data yang dipakai 
yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan 
analisis interaktif dan validasi data memakai triangulasi. 
 Hasil penelitian menjelaskan tahap perencanaan strategis, upaya penanganan 
kasus kekerasan kepada perempuan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif yakni 
pendekatan terhadap penyelesaian kasus yang menekankan pada pemulihan korban 
dan juga komunitas daripada menghukum pelaku. Oleh karena itu, melalui prinsip 
restoratif, maka perencanaan strategis fokus pada program pelayanan seperti 
pencegahan kekerasan perempuan melalui sosialisasi, layanan advokasi hukum, 
layanan rehabilitasi dan reintegrasi serta layanan khusus seperti kampanye, dialog dan 
call center melalui sosial media. Pada tahap implementasi strategis, PPT Harapan 
fokus terhadap layanan penanganan kasus kekerasan yang diawali dengan tahap 
penerimaan dan pengaduan laporan assesment, advokasi dan pembelan hukum, dan 
pelayanan rehabilitatif yang dilengkapi fasilitas rumah aman (shelter). Pada tahap 
evaluasi strategis, terdapat beberapa hambatan baik itu internal dan eksternal yang 
dialami. Secara internal, PPT Harapan memiliki masalah pada kurangnya pendanaan, 
penyesuaian kelembagaan, dan tumpeng tindihnya tupoksi yng diperparah dengan 
tidak adanya SOP yang spesifik mengatur relawan pendamping. Secara eksternal, PPT 
Harapan juga menghadapi rendahnya partisipsi masyarakat. Dari semua hal itu, PPT 
Harapan juga turut menilai bahwa Peraturan yang ada belum mengakomodir para 
perempuan korban kekerasan, khususnya dalam konteks keadilan restoratif yang hanya 
melihat dampak materiil saja tanpa memandang dampak lain yang dialami perempuan. 
Hal ini secara tidak langsung berdampak pada terus meningkatnya jumlah kekerasan 
yang terjadi terhadap perempuan di Purbalingga pada khususnya. 
 












Currently, the government and law enforcement officials have not been able 
to provide the maximum protection for children and women. The Indonesian Child 
Protection Commission noted that in the last five years cases of violence against 
women have increased every year. Seeing the fact that women's violence was still 
high, the Purbalingga Government formed an Integrated Service Center (PPT) named 
PPT Harapan. Therefore, the purpose of this study is to describe the management of 
the Harapan Integrated Service Center (PPT) in overcoming cases of violence against 
women in Purbalingga Regency and also the obstacles faced in its implementation. 
The research method used is qualitative with a descriptive approach. The 
research targets were, among others, the management of the PPT Harapan. In 
addition, the supporting targets of this research are the families of women victims of 
domestic violence violence in Purbalingga Regency. The data collection methods used 
were interviews, observation and documentation. Methods of data analysis using 
interactive analysis and data validation using triangulation.  
The results of the study explain that in the strategic planning stage, efforts to 
handle cases of violence against women are carried out with the principle of 
restorative justice, namely an approach to case resolution that emphasizes the 
recovery of victims and also communities rather than punishing the perpetrators. 
Therefore, through restorative principles, strategic planning focuses on service 
programs such as prevention of women's violence through socialization, legal 
advocacy services, rehabilitation and reintegration services as well as special 
services such as campaigns, dialogues and call centers through social media. At the 
strategic implementation stage, PPT Harapan focuses on handling services for cases 
of violence starting with the stages of receiving and reporting reports on assessment, 
advocacy and legal defense, and rehabilitative services equipped with safe house 
facilities (shelter). At the strategic evaluation stage, there were several obstacles, both 
internal and external, that were experienced. Internally, PPT Harapan has problems 
in lack of funding, institutional adjustments, and overlapping main tasks which are 
exacerbated by the absence of specific SOPs regulating accompanying volunteers. 
Externally, PPT Harapan also faces low community participation. From all these 
things, PPT Harapan also considers that the existing regulations have not yet 
accommodated women victims of violence, especially in the context of restorative 
justice which only sees material impacts without looking at other impacts experienced 
by women. This indirectly has an impact on the increasing number of violence against 
women in Purbalingga in particular. 
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